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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum 
mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat 
berbangsa dan bernegara.   Pada intinya negara hukum adalah negara dimana 
tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk 
mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan 
tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.  
Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan 
kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan 
haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan 
landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan 
jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. 
Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses 
penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.   
Dalam suatu negara hukum,  pemerintah harus menjamin adanya 
penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum 
ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu: keadilan, 
kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid), dan kepastian hukum (Sudikno 
Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1). Sedangkan tujuan pokok dari hukum 
adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan; fiat 
justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus 
ditegakkan). Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum jika 
terjadi suatu peristiwa. Itulah arti kepastian hukum. Kepastian hukum 
merupakan perlindungan justiciable dari tindakan sewenang-wenang, yang 
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berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian. Dengan kepastian 
hukum, masyarakat lebih tertib.  
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan kepastian hukum 
akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban 
masyarakat. Penegakan hukum pada satu sisi harus ada kepastian hukum juga 
diusahakan harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan 
keadilan. Penegakan hukum ini harus dilakukan karena terdapat suatu aturan 
hukum, yang melindungi kepentingan antar manusia, telah dilanggar, yang 
dalam hal ini ditanggulangi menggunakan sarana hukum pidana.  
Pelanggaran suatu hukum atau aturan yang telah ditetapkan ini 
dikenal dengan ”tindak pidana” sebagaimana sering disebutkan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan dasar dari seluruh sistem 
hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai 
keseluruhan (Lamintang, 1997: 211). Namun ada juga beberapa pakar yang 
mempergunakan kata ”delik” sebagai terjemahan dari strafbaarfeit. Pembagian 
tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dua 
yaitu ”kejahatan” dan ”pelanggaran”.  
Dilihat secara sosio kriminologis kejahatan adalah suatu gejala 
normal dalam setiap masyarakat, bagaimanapun bentuknya masyarakat itu, 
dimana saja dan kapan saja (Djoko Prakoso, 1984: 18). Demikian juga yang 
terjadi di Indonesia saat ini, dengan begitu kompleksnya permasalahan bangsa 
dan negara yang sedang dihadapi, mulai dari krisis ekonomi yang 
berkepanjangan, hingga mempengaruhi terjadinya krisis politik, krisis 
kepercayaan pada pemerintah hingga krisis hukum, semua ini membuat angka 
kejahatan meningkat dengan tajam. Selain itu, tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa dampak yang ditimbulkan dari globalisasi saat ini adalah dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan, industrialisasi dan modernisasi, juga telah 
menyumbangkan untuk berkembangnya kejahatan. 
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Dampak negatif dari globalisasi tersebut disebabkan karena 
diabaikannya nilai-nilai norma, moral, etika, hukum, HAM (Hak Asasi 
Manusia), dan agama. Walaupun negara-negara maju (Barat) acuannya 
berbeda dengan negara-negara timur, termasuk Indonesia. Masyarakat dituntut 
untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan hidup. 
Sayangnya tuntutan peningkatan kualitas untuk hidup tersebut tidak diimbangi 
dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana pemenuhan 
kebutuhan hidup. Sehingga banyak masyarakat yang berusaha menempuh 
segala usaha untuk mencukupi hidupnya, termasuk salah satunya adalah 
melakukan tindak kejahatan ataupun pelanggaran. 
Manusia  pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan 
kedudukan yang sama. Sejak lahir makhluk tuhan yang paling sempurna ini 
telah dianugerahi separangkat hak- hak mendasar dalam kehidupannya. Hak-
hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, 
usia, maupun jenis kelamin. Piagam PBB mengenai deklarasi hak-hak asasi 
manusia kemudian memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-
hak tersebut, hak-hak mendasar tersebut merupakan bagian esensil dalam 
kehidupan manusia. Setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa 
pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang 
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang harusnya 
dihormati dan dilindungi oleh negara. Ketentuan pasal 333 ayat (1) KUHAP 
menyebutkan bahwa : “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 
merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan 
kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun.  
Selain itu Pasal 50 KUHAP juga menyatakan bahwa:  “Barangsiapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak 
dipidana” Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan 
sanksi pidana atas pembatasan kebebasan bergerak seseorang. Dalam Pasal 
333 KUHAP terdapat kata “...melawan hukum...”, yang memilki makna 
bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. 
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Sedangkan melalui Pasal 50 KUHP maka upaya paksa dikategorikan sebagai 
perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana 
(Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) 
sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana. 
Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak sekali 
timbul kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, modus 
operandinya pun beraneka ragam mulai dari tindak pidana yang sifatnya 
ringan seperti pencurian ayam sampai tindak pidana berat seperti 
pembunuhan, penggelapan, dan juga korupsi. Dengan banyaknya tindak 
pidana yang terjadi, tentu saja akan membuat situasi dalam masyarakat 
menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus 
menindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang 
yang melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Hukuman yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk membuat efek jera bagi 
orang yang melakukan tindak pidana sehingga tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya.  
Apabila dalam masyarakat terjadi suatu peristiwa yang dapat diduga 
merupakan suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum, yaitu penyidik, 
penuntut umum dan hakim, yang merupakan suatu alat Negara dalam 
menegakkan hukum  dan keadilan wajib melakukan penyidikan, penuntutan 
dan mengadili perkara pidana tersebut. Dalam tugasnya melaksanakan 
kewajibannya tersebut, seorang penegak hukum menurut hukum acara pidana 
Indonesia diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan 
yang pada dasarnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau 
terdakwa sebagai seorang manusia. Tindakan-tindakan itu disebut dengan 
upaya paksa. Setiap orang mempunyai kebebasan bergerak yang tidak dibatasi 
oleh siapapun. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh 
Negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XVIII 
tantang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, disebutkan dalam Pasal 
333 ayat (1) KUHAP. 
 vi
Dihubungkan dengan upaya paksa berupa penangkapan serta 
penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang 
sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak 
kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat 
tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan 
hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan 
kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang 
diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat 
upaya paksa penangkapan dan penahanan menjadi salah satu sarana dalam 
melakukan pemeriksaan perkara pidana.. Selain itu berdasarkan hukum acara 
juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. 
 Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya paksa 
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kebebasan seseorang 
menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah 
menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat 
disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya paksa tersebut. Namun 
demikian upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau 
didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak 
mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang 
akan melaksanakan upaya paksa tersebut.  
Upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. 
Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan 
miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana 
ternyata dapat disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya paksa tersebut. 
Namun demikian upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang 
disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan 
jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak 
hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian hukum yang berjudul “STUDI PERBANDINGAN HUKUM 
PENGATURAN JENIS DAN MEKANISME PENGGUNAAN UPAYA 
PAKSA MENURUT KUHAP DENGAN PHILIPPINE RULES OF 
CRIMINAL PROCEDURE ( RULE 120-127).” 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul 
secara jelas, tegas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada 
sasaran yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih 
menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu 
pemecakan masalah yang tepat dan mencapai tujuan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan mekanisme 
penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine RULES OF 
CRIMINAL PROCEDURE ? 
2. Apakah kelebihan dan kelemahan jenis dan mekanisme penggunaan upaya 
paksa menurut KUHAP dengan Philippine  RULES OF CRIMINAL 
PROCEDURE ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif 
a.  Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan 
mekanisme penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan 
Philippine RULES OF CRIMINAL PROCEDURE  
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b.  Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan jenis dan mekanisme 
penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine  RULES 
OF CRIMINAL PROCEDURE 
2. Tujuan Subjektif 
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam 
meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 
praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana 
yang sangat berarti bagi penulis. 
c.   Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
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a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal 
untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun 
untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di 
negeri ini agar dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. 
(Sumadi Suryabrata, 2003:11). Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu 
kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu 
yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 
jalan menganalisa. (Soerjono Soekanto, 1986:43). 
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 
dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 
sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat 
memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui 
prosedur penelitian dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002:20).   
Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur 
dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah 
yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran 
maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Dengan demikian 
metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan 
penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji 
keilmiahannya.  
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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1.   Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, 
dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto dan 
Sri Mamudji, 2001:13-14) 
2.   Pendekatan 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan perbandingan yaitu perbandingan hukum.  
3.   Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori 
lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono 
Soekanto, 1986:10). Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari 
pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu 
objek yang dijadikan permasalahan. 
4.   Jenis Data  
Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai 
variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan 
antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku 
pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data 
primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder 
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(Soerjono Soekanto, 1986:11). Data-data yang diperoleh dalam penelitian 
ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder 
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, 
penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan 
seperti buku-buku literatur, koran, majalah, peraturan perundang-undangan 
, arsip dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
5.   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini 
berupa data sekunder, yang berupa : 
a.  Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang 
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 
gunakan adalah : 
1). Undang-undang Dasar 1945,Amandemen ke IV 
2). Peraturan Dasar Philippine RULES OF CRIMINAL 
PROCEDURE Rules    110 to 127 [Effective December 1, 
2000] 
3). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
4). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
b.  Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan hukum primer, seperti : 
1)  Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam 
penelitian ini. 
2)  Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 
3)  Buku-buku penunjang lain. 
c.  Bahan Hukum Terrier 
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dn bahan 
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hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan 
dengan penelitian ini. 
6.   Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses 
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang 
nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data 
yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data 
yang bersifat kualitatif. 
Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono 
Soekanto,1986:250). 
Menurut  Lexy J. Moleong  penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah.           ( Lexy J. Moleong, 
2002:6) 
 
 
 
 
 
F. Sistematika Skripsi 
 Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan 
dari isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 
empat bab. Adapun  sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 
penelitian. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 
melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas 
mengenai tinjauan umum tentang perbandingan hukum, 
tinjauan umum tentang upaya paksa menurut KUHAP, 
tinjauan umum tentang hukum acara pidana Philipina ( 
Philippine Rules of Criminal Procedure). 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan yaitu tentang perbandingan hukum pengaturan 
jenis dan mekanisme penggunaan upaya paksa menurut 
KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure 
(Rules 120 – 127). 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai kempulan dan saran terkait 
dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Kerangka Teori 
1.  Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum 
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a. Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum 
Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, 
diterjemahkan: comparative law (bahasa Inggris), vergleihende 
rechstlehre (bahasa Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah 
ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering 
diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, 
menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi 
pendidikan hukum di Indonesia. (Romli Atmasasmita, 2000 : 6) 
Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 
perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di 
kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan 
dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang 
hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. 
Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu 
dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum 
terkenal. 
Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan 
hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk 
memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum 
tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-
asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan 
teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah 
hukum. (Rudolf B. Schlesinger dikutip Romli Atmasasmita, 2000 : 7) 
Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah 
suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan 
perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang 
dibandingkan. (Romli Atmasasmita, 2000:7) 
Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah 
suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam 
semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative 
law dan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama 
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untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan 
pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa 
secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. 
(Winterton, dalam The Am.J.of Comp. L., 1975 : 72 di terjemahkan 
dalam buku Romli Atmasasmita, 2000 : 7) 
Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu 
perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan 
dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, 
Gutteridge, Rene David, dan George Winterton. (Romli Atmasasmita, 
2000 : 8) 
Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang 
ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) 
mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan 
perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. 
(Romli Atmasasmita, 2000 : 9) 
Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan 
hukum mencakup : “analysis and comparison of the laws”. Pendapat 
tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui 
perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. (Romli Atmasasmita, 2000: 
9) 
Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut: Comparative law is simply another name for legal 
science, or like other branches of science it has a universal humanistic 
outlook ; it contemplates that while the technique nay vary, the 
problems of justice are basically the same in time and space 
throughout the world .( Perbandingan hukum hanya suatu nama lain 
untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu dari suatu 
ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum 
memiliki wawasan yang universal, sekalipun  caranya berlainan, 
masalah keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat 
di seluruh dunia). (Romli Atmasasmita, 2000 : 9) 
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Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut : Comparative law is legal discipline aiming at 
ascertaining similarities and differences and finding out relationship 
between various legal sistems, their essence and style, looking at 
comparable legal institutions and concepts and typing to determine 
solutions to certain problems in these sistems with a definite goal in 
mind, such as law reform, unification etc. (Perbandingan hukum 
merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan 
persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan 
erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan 
lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan 
suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem 
hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi 
hukum dan lain-lain). (Romli Atmasasmita, 2000 : 10) 
Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum 
dikemukakan oleh Zweigert dan Kort dalam Romli yaitu : 
Comparative law is the comparison of the spirit and style of different 
legal sistem or of comparable legal institutions of the solution of 
comparable legal problems in different sistem. (Perbandingan hukum 
adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang 
berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau 
penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam 
sistem hukum yang berbeda-beda). (Romli Atmasasmita, 2000 : 10). 
Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum 
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum 
(pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan 
metoda perbandingan. (Romli Atmasasmita, 2000 : 12) 
b.   Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu 
Perbandingan hukum menunjukkan pembedaan antara 
perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan 
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tersebut biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat 
luas, seperti yang dapat dutemui pada “Black’s Law Dictionary” yang 
menyatakan bahwa “comparative jurisprudence” adalah “The study of 
the principles of legal science by the comparison of various system of 
law”. ( Henry Campbell Black: 1968 dikutip Soerjono Soekanto 
1989:24 ). 
Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya 
cenderung untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai 
metode, karena yang dimaksud dengan “comparative” adalah 
“Proceeding by the method of comparison; founded on comparison; 
estimated by comparison”.  
Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan 
antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk 
mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah 
dan perbandingan hukum ( L. J. Van Apeldoorn: 1966). Penggunaan 
metode-metode tersebut dimaksudkan untuk : 
a). metode sosiologis : untuk meneliti hubungan antara hukum dan 
gejala-gejala sosial lainnya, 
b). metode sejarah : untuk meneliti tentang perkembangan hukum 
c). metode perbandingan hukum : untuk membandingkan berbagai 
tertib hukum dari macam-macam masyarakat. 
Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat 
dibedakan   ( tetapi tak dapat dipisah- pisahkan). Metode sosiologis, 
misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena 
hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan 
hasil dari suatu perkembangan ( dari zaman dahulu). Metode 
perbandingan hukum  juga tidak boleh diabaikan, oleh karena hukum 
merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan 
dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial 
yang mempengaruhi perkembangan hukum.  
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Metode perbandingan tidak akan membatasi diri pada 
perbandingan yang bersifat deskriptif, juga diperlukan data tentang 
berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode 
sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah, untuk mengetahui 
perkembangan dari hukum yang diperbandingkan. Dengan demikian 
maka ketiga metode tersebut saling mengisi dalam mengembangkan 
penelitian hukum (L. J. Van Apeldoorn: 1966 dikutip Soerjono 
Soekanto 1989:26). 
c. Perbandingan Hukum dan Cabang-cabangnya 
Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya 
pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian 
timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonard 
Lambert: 1957) : 
a).  Descriptive comparative law, 
b).  Comparative history of law, 
c). Comparative legislation atau comparative jurisprudence 
(proper). 
Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang 
bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum 
berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan 
perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu 
yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat 
ditonjolkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga-
lembaga hukum. 
Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, 
sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk 
Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper). 
(Edouard lambert : 1957)  
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Bahan – bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum 
dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data 
primer), maupun bahan kepustakaan ( data sekunder). Bahan-bahan 
kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder 
ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum 
primer, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan 
hukum yang dikodifikasikan ( misalnya hukum adat) yurisprudensi, 
traktat, dan seterusnya.  
Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain peraturan 
perundang-undangan ( untuk “ comparative history of law”), hasil 
karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan 
hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan 
menjelaskan bahan primer dan sekunder. (Edonard Lambert: 1957 
dikutip Soerjono Soekanto 1989 :54). 
2.   Tinjauan Umum Tentang KUHAP 
a. Pengertian Umum tentang KUHAP 
Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah 
mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena 
adanya pelanggaran  undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut: 
1). Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. 
2). Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. 
3). Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pembuat dan kalau perlu menahannya. 
4). Mengumpulakan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada 
penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan 
membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 
5). Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan itu 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan 
pidana atau tindakan tata tertib. 
 xx
6). Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. 
7). Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 
tata tertib.( Van Bemmelen dikutip Andi Hamzah, 2008:6). 
R.Soesilo berpendapat bahwa hukum acara pidana atau hukum 
pidana formal adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut : 
1). Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan 
telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari 
kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah 
dilakukan. 
2). Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, 
siapa dan cara bagaimana harus mencari menyelidiki dan menyidik 
orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu,cara 
menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. 
3). Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti,memeriksa, 
menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang 
itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka. 
4). Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap 
terdakwa sampai dijatuhkan pidana. 
5). Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana 
itu harus dilaksanakan dan sebagainya. (R.Soesilo dikutip 
Ramelan, 2006: 1)  
Sedangkan Moeljatno mendefinisikan hukum acara pidana 
adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan 
dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu 
perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut”.(Moeljatno dikutip Ramelan, 
2006:2). 
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Bambang Poernomo memberikan penjelasan atau definisi 
hukum acara pidana, dikatakan bahwa pengertian ilmu hukum acara 
pidana ialah “pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk 
dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses 
penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan 
pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”. (Bambang 
Poernomo dikutip Ramelan, 2006:3). 
Dengan kata lain hukum acara pidana adalah pengetahuan 
tentang hukum acara dengan segala bentuk manifestasinya yang 
meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam 
hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh adanya 
pelanggaran hukum pidana. 
b. Perumusan Hukum Acara Pidana 
Menurut Atang Ranoemihardja ada perbedaan paham antara 
para sarjana mengenai perumusannya antara lain : 
1). De Bos Kemper 
Adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan 
Undang-Undang yang mengatur bilamana Undang-Undang Hukum 
Pidana di langgar, negara mempergunakan haknya untuk 
menghukum. 
2). Simons 
Adalah Mengatur bagaimana negara dengan alat-alat 
perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan 
menjatuhkan hukuman. 
3). Van Bemmelen 
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a). Kedua rumusan sarjana-sarjana tersebut di atas dipandang oleh 
Van Bammelen agak sempit dan kurang tepat, sebab keduanya 
menitik beratkan pada kepada caranya bagaimana hukum 
Pidana Matreiil harus dilaksanakan dan karenya diabaikan 
tugas utama daripada Hukum Acara Pidana yaitu : 
Mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-
lengkapnya tentang apakah perbuatan itu terjadi dan 
siapakah yang dapat dipersalahkan. 
b). Juga dikatakan tidak tepat, sebab Hukum Acara Pidana tidak 
selalu dapat melaksanakan Hukum Pidana Materiil. 
 Maksud Van Bammelen ialah bahwa Hukum Acara Pidana 
sudah berlaku apabila ada dugaan bahwa Undang-Undang Hukum 
Pidana dilanggarnya, dan bila ternyata tidak demikian Hukum 
Acara Pidana sudah berlaku. (Atang Ranoemihardja, 1983:9). 
 
 
c. Asas-asas dalam KUHAP 
Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok 
dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai 
“jantungnya” peraturan hukum, karena: 
1). Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 
suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada 
akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. 
2). Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas 
hukum ini tidak akan habis kekuatanya dengan melahirkan suatu 
peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan 
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peraturan-peraturan selanjutnya.(Satjipto Rahardjo dikutip 
Ramelan, 2006:7). 
Sejalan dengan pandangan tersebut, Bambang Poernomo 
menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana, 
menyatakan bahwa asas-asas lebih memperhatikan nilai-nilai dasar 
yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat 
keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan 
hukum dalam penyelenggaraanya.(Bambang Poernomo dikutip 
Ramelan,2006:7) 
Landasan asas/prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum 
yang melandasi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) 
dalam penerapan penegakan hukum asas-asas/prinsip hukum inilah 
tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam 
menerapkan pasal-pasal KUHAP. Adapun asas-asas dalam KUHAP : 
1). Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan 
Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki agar 
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada 
asas Cepat, Tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele 
dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus 
peristiwa tindak pidana itu disengaja. 
Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan 
yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari 
hak asasi manusia, begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak 
memihak merupakan hal-hal yang spesifik di dalam Undang.-
Undang KUHAP.  
2). Asas praduga tak bersalah (presumption of Innocence) 
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Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah 
asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau 
disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang 
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan 
putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan 
kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum 
tetap. 
Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum 
acara pidana.prinsip ini merupakan konsekwensi dari pengakuan 
terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan 
terhadap seeorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan 
atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam 
suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu 
dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah. 
(Ramelan,2006:9) 
3). Asas opportunitas  
Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa (Pasal 1 
butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang 
penuntutan dipengang penuntut umum sebagai monopoli, artinya 
tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis 
ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta 
supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja 
penuntutan dari penuntut umum.(Andi Hamzah,1996:14). 
Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua 
asas yaitu yang disebut asas legalitas dan opportunitas (het 
legaliteits en het opportuniteits beginsel) menurut asas yang 
tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. 
Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut 
seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbanganya 
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akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, 
seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.(Andi 
Hamzah,1996:15). 
4). Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 
Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) 
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 
“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 
terdakwanya anak-anak”   ayat ( 3) 
“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 
mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”（ayat 4） 
Dalam penjelasan Ayat 4 lebih dipertegas lagi : 
“jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat 
berlakunya terbukti   dengan timbulnya akibat hukum jika 
asas peradilan tersebut tidak dipenuhi”. 
Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada 
kekecualian yang lain selain yang tersebut diatas , yaitu delik yang 
berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut 
ketertiban umum (openbare orde). (Andi Hamzah, 2008:21). 
Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum juga 
dirumuskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 
2004 “ Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 
umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. 
5). Asas semua orang diperlakukan sama di muka hukum.(equality 
before the law) 
Asas ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang 
No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ Pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” 
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Penjelasan umum KUHAP butir 3a merumuskan asas ini: 
“perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan 
tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. 
6). Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap 
Pengambilan keputusan salah atau tidaknya dari seorang 
terdakwa, hanya dilakukan oleh hakim karena jabatanya dan 
bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan peradilan tersebut 
dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 No. 8 
KUHAP yang menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara 
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 
Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004: “Hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
Undang-Undang “. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 4 
tahun 2004 : “ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam Undang-
Undang”. 
Dilain pihak karena hakim mempunyai tugas menerima 
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka segala 
campur tangan dalam urusan peradilan dilarang, karena hakim 
mempunyai kedudukan yang demikian sehingga pengangkatan dan 
pemberhentian hakim ditetapkan oleh kepala negara. 
(L.Sumartini,1996:20) 
7). Asas tersangka/terdakwa berhakk mendapat bantuan hukum. 
Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah 
suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan 
pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk 
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keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat 
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk 
menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat 
hukum, jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang 
tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan 
persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasehat 
atau penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam 
menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. 
8). Asas akusator(accusatoir) dan inkuisitor(inquisitoir) 
Dalam penyidikan diterapkan asas inkuisitoir artinya 
pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum. Tersangka adalah 
obyek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan 
yang diperbolehkan menurut hukum acara (seperti penahanan, 
penyitaan, pencegahan ke luar negeri) sekalipun kemudian ternyata 
tidak cukup bukti. 
Dalam pemeriksaan sidang pengadilan diterapkan asas 
accusatoir yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, 
sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut 
umum yang mendakwa, keduabelah pihak diberi hak dan 
kewajiban yang sama oleh hukum acara. (Ramelan,2006:12). 
9). Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim 
secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. 
Ini bebeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili 
oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan 
artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. (Andi 
Hamzah,2008:25) 
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Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah 
kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu 
putusan verstek atau in absentia. Tetapi ini hanya merupakan 
pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan ( Pasal 213 KUHAP). 
d. Tujuan KUHAP 
Tujuan Hukum Acara Pidana terdapat dalam pedoman 
pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman 
sebagai berikut : 
“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana 
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat 
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya 
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan 
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah 
orang didakwa itu dapat dipersalahkan”.  
Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara 
pidana yaitu: 
1). Mencari dan menemukan kebenaran. 
2). Pemberian keputusan oleh hakim. 
3). Pelaksanaan keputusan. 
Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah 
merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu 
ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dlam 
masyarakat. (Andi Hamzah, 1996:8-9). 
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Menurut Bambang Poernomo bahwa tugas atau fungsi hukum 
acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah : 
1). Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. 
2). Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat. 
3). Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. 
4). Melaksanakan keputusan secara adil. 
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana Philipina ( Philippine 
Rules of Criminal Procedure). 
Memahami struktur pemerintah Filipina sangat penting dalam 
mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem hukum Filipina. Di 
bawah konstitusi, kekuasaan pemerintah di Filipina dibagi antara tiga 
institusi: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif, dipimpin 
oleh presiden, memaksa undang-undang; cabang legislatif yang terdiri 
dari DPR dan Senat (secara kolektif disebut Kongres) membuat 
undang-undang, dan cabang yudisial (melalui Mahkamah Agung dan 
pengadilan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh Kongres), juga 
disebut peradilan, menafsirkan hukum.  
Undang-undang Filipina terutama berasal dari undang-
undang berlaku oleh Kongres. Untuk alasan ini Filipina dianggap 
sebagai yurisdiksi hukum perdata, sebagai lawan dari yurisdiksi hukum 
umum yang terutama didasarkan pada keputusan pengadilan yang 
dikembangkan oleh hakim selama bertahun-tahun. Kecenderungan 
modern, bagaimanapun, adalah mengaburkan perbedaan ini karena 
sebagian besar jurisdiksi hukum umum seperti Amerika Serikat, 
Britania Raya dan bekas koloni mulai menyusun (lulus sebagai 
undang-undang melalui tindakan kongres) hukum mereka. Di sisi lain, 
bahkan yurisdiksi hukum sipil seperti Filipina telah menerima praktek 
hukum umum mengikuti keputusan pengadilan masa lalu dan dipandu 
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oleh mereka dalam memutuskan kasus-kasus serupa, yang disebut 
doktrin stare decisis. 
Dengan ketentuan yang jelas dari Pasal II, Bagian 2 
Konstitusi Filipina, Filipina mempertimbangkan prinsip-prinsip umum 
hukum internasional sebagai bagian dari hukum tanah. Hal ini dikenal 
sebagai penggabungan klausa. Menurut Isagani Cruz di Filipina UU 
Politik, dalam kasus konflik dapat didamaikan antara hukum Filipina 
hukum yang tepat dan internasional yang pertama berlaku. 
 
Konstitusi menyediakan sebuah perjanjian hak asasi manusia 
yang memasukkan seluruh bentuk perlindungan dalam perjanjian hak 
asasi manusia di Amerika Serikat dengan sejumlah bentuk 
perlindungan tambahan. Misalnya, konstitusi tidak hanya melindungi 
kebebasan menyatakan pendapat namun juga ekspresi pendapat; tidak 
hanya perlindungan dari pemeriksanaan tanpa alasan namun juga 
perlindungan terhadap kebebasan tempat tinggal; perlindungan buruh; 
urusan kontrak; keyakinan dan aspirasi politik; perlindungan terhadap 
“hukuman yang mendegradasikan secara fisik dan psikologis terhadap 
tahanan atau penggunaan fasilitas hukuman yang di bawah standar.”  
 
Pasal VIII dari konstitusi mengharuskan pemerintah agar 
mengatur barang milik dan lingkungan kerja untuk dapat 
mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Walaupun 
hukuman mati dibatalkan pada Konstitusi tahun 1987, namun 
pembatalan dicabut pada tahun 1993 untuk tiga belas jenis kejahatan, 
termasuk penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, pembajakan, 
pengkhianatan, dan merampas badan keuangan Negara. Walau secara 
retorik hal ini cukup mengesankan, namun upaya perwujudan janji-
janji dalam Konstitusi 1987 terbukti sangat sulit. 
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Sementara dalam Konstitusi 1987, sistem hukum tidak 
banyak mengalami perubahan, anggapan kesetiaan pengadilan tehadap 
Marcos membangkitkan usaha yang lebih keras agar sistem hukum 
menjadi lebih independen, khususnya Mahkamah Agung. Mahkamah 
Agung memberikan supervisi administratif pada pengadilan di 
bawahnya, hakim, pekerja, dan urusan kedisiplinan pengadilan. 
Sebelumnya, Departmen Kehakiman bertanggung jawab atas 
administrasi kehakiman. 
Konstitusi juga memperluas yurisdiksinya yang sebenarnya 
sudah luas agar memasukkan perkara “penyimpangan penggunaan 
kebijaksasnaan yang berlebihan” atau “kurangnya atau terlalu 
banyaknya yurisdiksi atas bagian-bagian cabang manapun atau 
instrumentasi pemerintah.” Karena pengadilan tidak memiliki kontrol 
kebijaksanaan atas acara pengadilannya sendiri, dan mengingat kondisi 
masyarakat Filipina yang litigious (kecenderungan untuk tidak sepakat 
khususnya dalam penyelesaian perkara hukum), terdapat beberapa 
masalah dalam masyarakat yang tidak sampai ke pengadilan. 
 
Peraturan lembaga dan departemen pemerintah di bawah 
cabang eksekutif juga mengeluarkan aturan yang memiliki kekuatan 
hukum. Sebenarnya, Namun, ini bukan hukum dan pelaksanaan tepat 
disebut aturan atau peraturan administrasi karena mereka hanya 
melaksanakan undang-undang berlaku oleh Kongres. Badan-badan 
atau departemen memperoleh otoritas mereka melalui delegasi 
kekuasaan oleh Kongres. 
 
Keputusan Pengadilan yang diturunkan oleh Mahkamah 
Agung, yang merupakan pengadilan negara tertinggi, memiliki 
kekuatan dan pengaruh hukum. Meskipun tidak undang-undang dalam 
arti yang ketat mereka seperti yang diterapkan ke Filipina, ini adalah 
hukum dalam arti bahwa mereka mengatakan apa hukum. Keputusan 
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diturunkan oleh pengadilan yang lebih rendah, bagaimanapun, tidak 
memiliki efek ini.  
Sebuah fitur unik dari hukum Filipina adalah kekuatan diberikan 
kepada Mahkamah Agung dalam Pasal VIII, Bagian 5 (5) dari the 
Constitution. Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung diberikan 
aturan-membuat daya dalam perlindungan dan penegakan hak-hak 
konstitusional, proses pengadilan, praktek hukum dan bantuan hukum 
kepada kaum miskin. Ketentuan ini memberdayakan Mahkamah 
Agung untuk menyebarluaskan peraturan di daerah-daerah yang 
disebutkan memiliki kekuatan dan pengaruh hukum.  
Dalam Legislasi daerah, selain dari pemerintah nasional yang 
meliputi tiga cabang tersebut di atas, Filipina dibagi menjadi beberapa 
unit politik, masing-masing sedang berunding dengan kekuasaan 
pemerintah terbatas. Ini adalah provinsi (terdiri dari beberapa kota dan 
kota), kota, kota dan barangay. Pembatasan tertentu dan menyediakan 
mereka tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang 
disahkan oleh Kongres, masing-masing unit politik dapat menetapkan 
peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi masing-masing 
wilayah.Peraturan ini disebut “peraturan”. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 
Apabila dalam masyarakat terjadi suatu peristiwa yang dapat diduga 
merupakan suatu tindak pidana, maka aparat penegak hukum, yaitu penyidik, 
penuntut umum dan hakim, yang merupakan suatu alat Negara dalam 
menegakkan hukum  dan keadilan wajib melakukan penyidikan, penuntutan 
dan mengadili perkara pidana tersebut. Dalam tugasnya melaksanakan 
kewajibannya tersebut, seorang penegak hukum menurut hukum acara pidana 
Indonesia diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan–tindakan 
yang pada dasarnya merupakan pengurangan terhadap hak asasi tersangka atau 
terdakwa sebagai seorang manusia. Tindakan-tindakan itu disebut dengan 
upaya paksa. Setiap orang mempunyai kebebasan bergerak yang tidak dibatasi 
oleh siapapun. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh 
Negara. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Bab XVIII 
tantang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang, disebutkan dalam pasal 
333 ayat (1) KUHAP. 
Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaturan 
maupun jenis upaya paksa, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 
perbandingan hukum. Yaitu dengan membandingkan upaya paksa yang diatur 
dalam KUHAP dengan upaya paksa yang diatur dalam Phillipine Rules of 
Criminal Procedure. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Jenis dan Mekanisme 
Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHAP dengan Philippine Rules of 
Criminal Procedure 
1.   Pengaturan Upaya Paksa dalam KUHAP 
a.   Pengertian Upaya Paksa  
Di dalam hukum acara pidana haruslah diletakkan secara 
seimbang antara hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
kewenangan negara untuk membatasi hak-hak tersebut dengan tujuan 
untuk menciptakan ketertiban umum. Dalam hukum acara pidana 
tercerminkan penggunaan kekuasaan negara pada proses penyelidikan, 
penyidikan, dimana penggunaan kewenangan tersebut akan berakibat 
langsung kepada hak-hak warga negara. Penahanan merupakan 
tindakan yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum meskipun 
dalam penahanan itu sendiri terdapat pembatasan terhadap hak asasi 
manusia. Oleh karena itu, penahanan haruslah diatur dengan Undang-
Undang yang di dalamnya ditentukan tata cara serta syarat-syarat yang 
jelas. Hal demikian dilakukan untuk seminimal mungkin menghindari 
pelanggaran hak asasi manusia. 
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Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan bergerak 
yang tidak dibatasi oleh siapapun. Pembatasan kebebasan bergerak 
seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang seharusnya 
dihormati dan dilindungi oleh Negara. Dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), Bab XVIII tantang kejahatan terhadap 
kemerdekaan seseorang, disebutkan dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP 
disebutkan bahwa Pasal 333 ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan 
melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan 
perampasasn kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 50 KUHP bahwa barang 
siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang tidak dipidana.  
Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta 
memberikan sanksi pidana atas pembatasan kebebasan bergerak 
seseorang. Dalam Pasal 333 KUHP terdapat kata “...melawan 
hukum...”, yang memilki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang 
apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan melalui Pasal 50 
KUHP maka upaya paksa dikategorikan sebagai perbuatan yang 
dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-
undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) 
sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.  
Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang 
berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, 
padahal di lain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau 
beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak 
begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus 
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dilakukan juga suatu pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-sewenangan atas 
kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut.    
b. Jenis dan Mekanisme Upaya Paksa 
Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan bahwa upaya 
paksa meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan (baik 
menyangkut badan, pakaian, surat, dan rumah/bangunan), serta 
penyitaan. Upaya paksa, yang bakal mengganggu atau bahkan 
merampas kemerdekaan tersangka ataupun saksi, niscaya harus 
dilakukan secara ekstra hati-hati, selektif, dan harus bisa 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu cara untuk 
mengawasi penerapan upaya paksa adalah melalui lembaga 
praperadilan, yang di dalam KUHAP baru diganti dengan lembaga 
hakim komisaris. 
Adapun jenis dan mekanisme upaya paksa yang diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu : 
1. Penangkapan  
Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, Penangkapan adalah 
suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau terdakwa. Apabila terdapat cukup bukti 
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, 
adapun yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, 
penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah Penyidik 
(termasuk atas perintah penyidik pembantu). Penangkapan yang 
dilakukan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 
jam). Sebelum  dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian 
maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi 
terlebih dahulu.  
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Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu 
bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. 
Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah 
penangkapan serta tembusannya. Perintah penangkapan hanya 
dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
Bukti permulaan berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk 
menduga.  
2.   Penahanan  
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 
ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim 
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 
menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah 
pembatasan kebebasan  bergerak seseorang yang merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati 
dan dilindungi oleh negara. (andi hamzah) Namun, penahanan 
yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang 
berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan 
peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang 
berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat 
pemeriksaan antara lain: 
a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan 
adalah penyidik;  
b.  Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;  
c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk 
menahan adalah Hakim.    
Syarat-syarat  penahanan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu:  
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1.   Syarat-syarat Subyektif.  
Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung 
pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat 
itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 
ayat (1), yaitu:  
a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak  
pidana;  
b.  Berdasarkan bukti yang cukup;  
c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran 
bahwa tersangka/terdakwa:   
-   akan melarikan diri  
-   merusak atau menghilangkan barang bukti  
-   mengulangi tindak pidana.  
Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, 
berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: 
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Saksi, atau barang 
bukti yang ada.   
2.   Syarat- yarat Obyektif.  
Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat 
diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif Ini diatur 
dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:  
a.  Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih;  
b.  Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima 
tahun, tetapi ditentukan dalam:  
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:  
- Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 
351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372,   
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-   Pasal    378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455,  
Pasal  459, Pasal 480, Pasal 506;  
- Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955  
(Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya 
dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang 
memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang 
asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang 
sah;  
- Tindak Pidana dalam Undang-undang No.9 Tahun 
1976 tentang Narkotika.  
Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah 
syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP 
itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 
ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang 
terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai 
alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan 
atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. 
Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka 
atau terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus 
dilengkapi dengan  Surat perintah penahanan dari Penyidik, 
Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat 
penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu. 
Surat perintah penahanan sewaktu melaksanakan penahanan 
harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada 
keluarganya setelah penahanan dilaksanakan.  Surat Perintah 
penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan Identitas 
Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat 
perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan 
Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan.  
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3. Penggeledahan  
Penggeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan 
atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang 
menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan 
penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang 
melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, 
keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. 
Menurut Yahya Harahap, penggeledahan adalah tindakan 
penyidik yang dibenarkan  undang-undang untuk memasuki dan 
melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan 
seseorang. Sedangkan menurut Darwin Prinst, Penggeledahan 
adalah pemeriksaan suatu tempat tertutup atau badan seseorang 
yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mendapatkan bukti-
bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.  KUHAP 
sendiri membedakan penggeledahan menjadi dua, yaitu:  
 
1.   Penggeledahan rumah ( Pasal 1 butir 17 KUHAP )  
 Pihak yang berwenang untuk melakukan penggeledahan 
tersebut adalah penyidik (baik penyidik Polri maupun penyidik 
pegawai negeri sipil). Selain itu penyelidik atas perintah penyidik 
juga dapat melakukan tindakan penggeledahan. 
Penggeledahan rumah, Penggeledahan dilakukan dengan 
terlebih dahulu mendapatkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. 
Petugas yang melakukan penggeledahan harus membawa surat 
tugas dan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah 
penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak 
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digeledah. Dengan surat tugas maka dapat dihindari penggeledahan 
yang dilakukan berulang-ulang tanpa sepengetahuan penyidik atau 
penggeledahan oleh orang yang tidak dikenal karena surat tugas 
tersebut mencantumkan siapa yang berwenang melakukan 
penggeledahan. 
Penggeledahan dihadiri oleh 2 orang saksi atau lebih. 
Namun apabila tidak disetujui dan penghuni menolak untuk hadir 
maka setiap penggeledahan rumah dilakukan harus dihadiri oleh 
oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi. 
Petugas kemudian membuat  Berita acara penggeledahan dan 
turunannya dalam waktu dua hari sejak dilakukan penggeledahan 
dan disampaikan pada pemilik atau  penghuni rumah yang telah 
digeledah. 
Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak maka 
penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat surat 
izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun yang 
perlu ditekankan disini adalah keadaan yang sangat perlu atau 
mendesak tersebut disebabkan adanya dugaan keras bahwa pada 
tempat yang akan digeledah terdapat tersangka/terdakwa yang akan 
melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau memusnahkan 
atau memindahkan benda yang dapat disita (dapat dijadikan barang 
bukti). Sedangkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak 
mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang 
singkat.  
2. Penggeledahan badan (Pasal 1 butir 18 KUHAP). 
Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk 
mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau 
dibawanya serta untuk disita.   
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4.   Penyitaan  
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya 
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus 
didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan 
penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib untuk 
segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 
untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam hal tertangkap 
tangan, tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik 
dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang 
dipakai sebagai barang bukti.     
5.   Pemeriksaan Surat  
Pada prinsipnya surat-surat yang dimiliki oleh seseorang 
atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, 
selain dari yang berhak atasnya. Hal ini merupakan hak asasi, 
dimana rahasia pribadi seseorang dilindungi. Namum seperti 
halnya upaya paksa yang lain (penangkapan, penahanan), aparat 
penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan atas surat-surat 
yang dicurigai memiliki hubungan dengan suatu perkara pidana 
yang sedang diperiksa. Apabila terdapat suatu surat yang dicurigai 
mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang 
diperiksa, maka dengan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan 
Negeri, penyidik berhak untuk membukanya, memeriksa dan 
menyitanya. Surat-surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos, 
Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan Komunikasi atau 
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pengangkutan dapat diperiksa. Untuk itu penyidik dapat diminta 
kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Kepala 
Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau pengangkutan untuk 
menyerahkan kepadanya surat dimaksud dan untuk itu harus 
diberikan surat tanda penerimanya.  
Surat-surat yang setelah dibuka ternyata berhubungan 
dengan perkara yang sedang diperiksa, surat itu lalu dilampirkan 
dalam berkas perkara. Akan tetapi apabila tidak ada hubungannya, 
surat itu ditutup kembali dan segera diserahkan  kembali ke tempat 
dimana surat itu tadinya diminta untuk diperiksa. Pada sampul 
surat itu kemudian dibubuhi cap oleh penyidik, dengan dibubuhi 
tanggal tanda tangan beserta identitas penyidik yang membukanya. 
(Pasal 48 (2) KUHAP). Penyidik wajib merahasiakan isi surat yang 
telah diperiksa serta membuat berita acara tentang pemeriksaan 
tersebut. Turunan dari berita acara itu dikirimkan kepada instansi 
dimana tadinya surat itu diminta. 
2. Pengaturan Upaya Paksa dalam Philippine Rules of Criminal 
Procedure 
a. Pengertian Upaya Paksa menurut Philippine Rules of Criminal 
Procedure. 
Upaya paksa atau bahasa istilah yang lebih dikenal di dalam 
dunia hukum dwang middelen adalah  suatu tindakan hukum yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Upaya paksa 
dapat mengurangi dan membatasi hak-hak asasi tersangka ataupun 
terdakwa apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedural dan 
mempunyai garis yang sangat tipis. Bila dikaitkan dengan pelanggaran 
HAM. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka atau 
 xlv
terdakwa dalam posisi his entity and dignity as a human being atau 
harus diperlakukan sesuai dalam posisi nilai-nilai luhur kemanusiaan. 
Dalam sistem peradilan pidana, upaya paksa atau dwang 
middelen bertujuan untuk menghukum seseorang yang bersalah dalam 
kontek  melakukan kejahatan. Kegagalan dan kelemahan penerapan 
dalam sistem peradilan pidana secara fact / realitasnya terjadi jika 
seseorang yang tidak bersalah dihukum atau sebaliknya orang yang 
bersalah tidak dihukum. Keterbatasan tersebut menurut George Sher 
terjadi karena betapapun sempurnanya sistem peradilan pidana, sistem 
tersebut secara terus menerus tidak mungkin memuaskan rasa keadilan 
masyarakat.  
Sumber-sumber Hukum Acara Pidana Filipina adalah 
konstitusi, KUHP direvisi tahun 1930, Peraturan Baru Pengadilan 
tahun 1964, undang-undang khusus, dan perintah presiden tertentu dan 
surat instruksi. Ini diatur permohonan, praktek, dan prosedur semua 
pengadilan serta masuk ke praktek hukum. Semua memiliki kekuatan 
dan pengaruh hukum.  
b. Jenis dan Mekanisme Upaya Paksa 
1. Penangkapan 
Penangkapan adalah pengambilan seseorang ke penjara 
agar ia bisa terikat untuk menjawab untuk pelaksanaan suatu tindak 
pidana. Sebuah penangkapan dibuat oleh orang yang sebenarnya 
menahan diri untuk ditangkap, atau dengan tunduk kepada tahanan 
dari orang yang melakukan penangkapan. Orang yang ditangkap 
tidak akan tunduk pada pembatasan yang lebih besar daripada yang 
diperlukan untuk penahanannya. Ini akan menjadi tugas petugas 
melaksanakan surat perintah untuk menangkap terdakwa dan 
menyerahkan dia ke kantor polisi terdekat atau penjara tanpa 
penundaan yang tidak perlu. ( Rule 113 KUHAP Filipina ) 
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Penangkapan dapat dilakukan di setiap hari dan setiap saat 
di siang atau malam hari. Ini akan menjadi tugas petugas atau 
aparat melaksanakan surat perintah atau tanpa surat perintah untuk 
menangkap terdakwa dan menyerahkan dia ke kantor polisi 
terdekat atau penjara tanpa penundaan yang tidak perlu dan benar –
benar orang yang akan ditangkap telah melakukan, atau mencoba 
untuk melakukan kejahatan. 
Petugas dapat memanggil bantuan. Seorang perwira 
melakukan penangkapan yang sah secara lisan dapat memanggil 
seperti banyak orang ketika ia dianggap perlu untuk membantu 
dalam penangkapan. 
2.  Pemeriksaan 
Pemeriksaan adalah penyelidikan atau serangkaian tindakan 
yang dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa yang di duga 
sebagai tindak pidana untuk dapat dilakukan penyidikan. 
Sedangkan penyidikan adalah tindakan seorang penyidik untuk 
mencari dan mengumpulkan barang bukti, untuk membuat terang 
suatu tindak pidana yang terjadi, untuk mengungkap penjahatnya. ( 
Rule112 KUHAP Filipina ) 
Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Bagian 7 dari 
Peraturan ini, penyelidikan awal yang dibutuhkan untuk dilakukan 
sebelum pengajuan kompatibel atau informasi untuk suatu 
pelanggaran di mana hukuman yang ditentukan oleh undang-
undang minimal 4 (empat) tahun, 2 (dua) bulan dan 1 (satu) hari 
tanpa memperhatikan denda.  
Tata cara pemeriksaan (secara hukum) oleh penyidik antara 
lain: 
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1.  Jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari 
siapapun dan juga dalam bentuk apapun. (Disinilah butuh 
bantuan penasehat hukum untuk mendampinginya, karena bisa 
saja terjadi penyidik menggiringnya pada pertanyaan-
pertanyaan yang menjerat dan kemudian memberatkannya). 
 2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan 
tersangka sesuai dengan rangkaian kata-kata yang 
dipergunakannya. 
Dan keterangan tersebut, dicatat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan oleh penyidik. Setelah dicatat, ditanyakan atau 
dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran isi 
Berita Acara tersebut. Jika ada yang tidak sesuai menurutnya 
maka ia harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang 
tidak disetujuinya atau terjadi kesalahan pengetikan untuk 
kemudian diperbaiki. 
Apabila tersangka sudah menyetujui isi Berita Acara 
Pemeriksaannya maka ia membubuhkan tanda tangannya. Bila ia 
merasa dibawah tekanan, atau tersangka merasa penyidik tidak 
mau memperbaiki sesuai fakta yang dipahaminya, maka ia dapat 
saja menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. 
Dan penyidik akan membuat catatan tentang hal itu serta alasan 
tersangka tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya.   
  
3. Penggeledahan  
Surat perintah penggeledahan adalah perintah tertulis yang 
dikeluarkan atas nama Rakyat Filipina, yang ditandatangani oleh 
hakim dan diarahkan ke petugas keamanan, memerintahkannya 
untuk mencari properti pribadi yang diuraikan di dalamnya dan 
membawanya ke pengadilan. ( Rule 126 KUHAP Filipina ) 
 xlviii 
Hakim sebelum mengeluarkan surat perintah, memeriksa 
secara pribadi dalam bentuk mencari pertanyaan dan jawaban, 
secara tertulis dan di bawah sumpah, pengadu dan saksi ia dapat 
menghasilkan pada fakta-fakta yang dikenal secara pribadi kepada 
mereka dan lampirkan untuk mencatat laporan mereka bersumpah, 
bersama dengan kesaksian yang disampaikan.  
Dalam penggeledahan berita acara yang disusun oleh 
penyidik kemudian dibacakan dihadapan pihak yang bersangkutan. 
Berita acara tersebut memuat tanggal serta ditandatangani oleh 
tersangka atau keluarganya atau penghuni rumah serta oleh kedua 
orang saksi dan atau kepala desa atau kepala lingkungan. Dalam 
hal tersangka atau keluarganya menolak untuk menandatangani 
maka hal itu dicatat dalam berita acara sekaligus alasannya. Pejabat 
yang berwenang dapat melakukan penjagaan atau penutupan 
tempat yang digeledah dan berwenang untuk melarang orang yang 
dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat dimana 
penggeledahan berlangsung. Namun penutupan yang dilakukan 
tidak boleh sampai merugikan pihak yang digeledah, sehingga 
larangan untuk meninggalkan tempat tersebut hanya berlaku saat 
penggeledahan dilakukan.  
Tempat dilakukan penggeledahan yaitu rumah, ruangan, 
atau apapun akan dilakukan kecuali di hadapan hukum yang 
berlaku penghuni atau anggota keluarganya atau jika tidak ada 
yang terakhir, dua saksi yang cukup umur dan kebijaksanaan 
berada di lokasi yang sama. (bagian 8 aturan 126 KUHAP filipina ) 
Dijelaskan dalam KUHAP Filipina yang berbunyi “sebuah 
aplikasi untuk surat perintah penggeledahan diajukan dengan :  
(a) Setiap pengadilan dalam yurisdiksi teritorial yang 
kejahatan itu dilakukan. 
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(b) Untuk alasan menarik tercantum dalam aplikasi, setiap 
pengadilan di dalam wilayah hukum di mana kejahatan itu 
dilakukan jika tempat terjadinya tindak pidana dikenal, atau 
pengadilan dalam daerah hukum di mana surat perintah harus 
ditegakkan. Namun, jika tindakan pidana telah diajukan, aplikasi 
tersebut hanya akan dilakukan di pengadilan di mana tindakan 
pidana tertunda.” ( Rule 126 section 2 KUHAP Filipina ) 
4. Penyitaan  
  Dalam Aturan 126 Hukum Acara Filipina tentang 
pencarian (penggeledahan) dan penyitaan disini dijelaskan bahwa 
penyitaan dilakukan secara seksama dengan memperhitungkan 
untung ruginya. Pada saat mulainya penyitaan, barang bukti 
dikuasai dan dikelola Marshal Services.  
  Penyitaan dilaksanakan setelah surat penggeledahan 
dutrunkan dan dalam penggeledahaan ditemukan suatu alat bukti 
atau properti pribadi dan membawanya ke pengadilan. Jadi dalam 
hal upaya paksa dilakukan penggeledahan terlebih dahulu dan 
setelah menemukan suatu benda bergerak maupun tidak bergerak 
atau properti untuk kepentingan pembuktian sah apabila 
dilakukan penyitaan.  
Petugas harus segera menyampaikan properti yang disita 
kepada hakim yang mengeluarkan surat perintah, bersama dengan 
persediaan yang benar dan  sepatutnya diverifikasi di bawah 
sumpah. ( Bagian 12 Aturan 126 KUHAP Filipina ) 
5. Penahanan 
Penahanan adalah upaya paksa menempatkan Tersangka 
atau Terdakwa disuatu tempat yang telah ditentukan, karena 
alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan oleh aparat 
selama 20 hari, jika berkas atau pemeriksaan belum selesai, maka 
dapat di perpanjang di kejaksaan selama 40 hari.  
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Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka 
atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan 
melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam 
melakukan tindak pidana tersebut. Menurut KUHAP Filipina 
sendiri, membedakan penahanan menjadi tiga, yaitu: 
 
a. Penahanan Rumah Tahanan Negara 
Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan 
Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan yang 
ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara. 
b. Penahanan Rumah 
Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat 
kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan tetap dibawah 
pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala 
sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, 
penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
c. Penahanan Kota 
Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka 
atau Terdakwa. Tersangka atau Terdakwa wajib melapor diri 
pada waktu yang ditentukan. 
Penahanan yang dilaksanakan menurut prosedur yang 
ditentukan oleh KUHAP dalam hal ini adanya surat perintah 
penahanan disertai dengan menguraikan alasan penahanan 
dan dimana ditahan dan seterusnya. Adanya kewenangan 
lembaga yang melakukan penahanan dilihat dari pejabat yang 
melakukan kewenangan memang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan penahanan. 
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3.  Persamaan dan Perbedaan Menurut KUHAP dengan Philippine Rules 
of Criminal Procedure 
Dengan memperbandingkan antara KUHAP dengan Philippine 
Rules of Criminal Procedure seperti yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjelaskan mengenai persamaan dan 
perbedaan di antara keduanya. Dilihat dari persamaan atau kemiripan 
dalam pengertian, jenis dan mekanisme upaya paksa dapat disimpulkan 
bahwa keduanya mempunyai kesamaan yaitu sebagai salah satu cara atau 
upaya untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa, melalui proses hukum 
praperadilan. Namun, pada praktek KUHAP selama ini, praperadilan 
sebagai lembaga pengawasan horisontal ternyata cenderung hanya bersifat 
pengujian formalitas upaya paksa belaka. Jarang ada proses praperadilan 
yang benar-benar menguji aspek kebenaran materil dari upaya paksa. 
Meskipun ada kemiripannya penggunaan upaya paksa menurut 
KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure, akan tetapi ada 
perbedaan yang mendasar mengenai pelaksanaan upaya paksa tersebut 
adalah dalam pengaturan jenis dan tata cara atau mekanisme penggunaan 
upaya paksa. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, dapat diketahui dari 
tabel di bawah ini. 
NO Indikator 
Perbedaan 
KUHAP Philippine Rules of 
Criminal Procedure 
1. Jenis Upaya 
paksa 
1. Penahanan 
2. Pemeriksaan Surat 
3. Penyitaan 
4. Penggeledahan 
5. Penangkapan 
1. Penahanan 
2. Pemeriksaan  
3. Penyitaan 
4. Penggeledahan 
5. Penangkapan  
2. Tata Cara 1. Penahanan 
Harus ada Surat perintah 
penahanan dari Penyidik, 
Surat perintah penahanan 
dari Jaksa Penuntut Umum 
atau Surat penetapan dari 
Hakim yang memerintahkan 
1. Penahanan 
upaya paksa menempatkan 
Tersangka atau Terdakwa 
disuatu tempat yang telah 
ditentukan, karena alasan dan 
dengan cara tertentu. 
Penahanan dilakukan oleh 
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penahanan itu. 
 
Memenuhi syarat Subyektif 
dan Obyektif 
Subyekif : a. Tersangka atau 
terdakwa diduga keras 
melakukan tindak  pidana; b.   
Berdasarkan bukti yang 
cukup; c.Dalam hal adanya 
keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa 
tersangka atau terdakwa: 
akan melarikan diri, 
merusak atau 
menghilangkan barang 
bukti, mengulangi tindak 
pidana. 
 
Obyektif : syarat tersebut 
dapat diuji ada atau tidak 
oleh orang lain. 
Tindak pidana itu diancam 
dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih;  
Tindak pidana yang 
ancaman hukumannya 
kurang dari lima tahun 
Dalam melaksanakan 
penahanan terhadap 
tersangka atau terdakwa, 
maka pejabat yang 
berwenang menahan harus 
dilengkapi dengan  Surat 
perintah penahanan dari 
Penyidik, Surat perintah 
penahanan dari Jaksa 
Penuntut Umum atau Surat 
penetapan dari Hakim yang 
memerintahkan penahanan 
itu. Surat perintah 
penahanan sewaktu 
melaksanakan penahanan 
harus diserahkan kepada 
tersangka atau terdakwa dan 
kepada keluarganya setelah 
penahanan dilaksanakan. 
aparat selama 20 hari, jika 
berkas atau pemeriksaan 
belum selesai, maka dapat di 
perpanjang di kejaksaan 
selama 40 hari.  
Penahanan hanya dapat 
dilakukan terhadap Tersangka 
atau Terdakwa yang melakukan 
tindak pidana atau percobaan 
melakukan tindak pidana, atau 
yang memberi bantuan dalam 
melakukan tindak pidana 
tersebut. 
 
 
 
 
2. Pemeriksaan  
penyelidikan atau serangkaian 
tindakan yang dilakukan untuk 
menemukan suatu peristiwa 
yang di duga sebagai tindak 
pidana untuk dapat di lakukan 
penyidikan ( tindakan seorang 
penyidik untuk mencari dan 
mengumpulkan barang bukti, 
untuk membuat terang suatu 
tindak pidana yang terjadi, 
untuk mengungkap penjahatnya 
). 
Jawaban atau keterangannya 
harus diberikan tanpa tekanan 
dari siapapun dan juga dalam 
bentuk apapun. 
Penyidik mencatat dengan 
seteliti mungkin keterangan 
tersangka sesuai dengan 
rangkaian kata-kata yang 
dipergunakannya. 
 
3. Penyitaan  
 
Penyitaan dilaksanakan setelah 
surat penggeledahan dutrunkan 
dan dalam penggeledahaan 
ditemukan suatu alat bukti atau 
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2. Pemeriksaan Surat 
pemeriksaan atas surat-surat 
yang dicurigai memiliki 
hubungan dengan suatu 
perkara pidana yang sedang 
diperiksa. 
 
3.Penyitaan 
serangkaian tindakan 
penyidik untuk mengambil 
alih dan atau menyimpan 
dibawah penguasaannya 
benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau 
tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. 
Penyitaan yang dilakukan 
oleh penyidik harus 
didasarkan pada izin dari 
Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. 
 
4. Penggeledahan 
- Penggeledahan rumah 
(Pasal 1 butir 17 KUHAP) :  
a. surat izin Ketua 
Pengadilan Negeri. 
b. memperlihatkan surat 
tugas dan surat perintah 
penggeledahan kepada 
penghuni atau pemilik 
rumah yang hendak 
digeledah 
c. Penggeledahan dihadiri 
oleh 2 orang saksi atau 
lebih, penghuni atau kepala 
desa atau RT. 
d.Petugas kemudian 
membuat  Berita acara 
penggeledahan dan 
turunannya dalam waktu dua 
hari sejak dilakukan 
penggeledahan dan 
properti pribadi dan 
membawanya ke pengadilan. 
Jadi dalam hal upaya paksa 
dilakukan penggeledahan 
terlebih dahulu dan setelah 
menemukan suatu benda 
bergerak maupun tidak 
bergerak atau properti untuk 
kepentingan pembuktian sah 
apabila dilakukan penyitaan.  
Petugas harus segera 
menyampaikan properti yang 
disita kepada hakim yang 
mengeluarkan surat perintah, 
bersama dengan persediaan 
yang benar dan  sepatutnya 
diverifikasi di bawah sumpah 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penggeledahan 
perintah tertulis yang 
dikeluarkan atas nama Rakyat 
Filipina, yang ditandatangani 
oleh hakim dan diarahkan ke 
petugas keamanan, 
memerintahkannya untuk 
mencari properti pribadi yang 
diuraikan di dalamnya dan 
membawanya ke pengadilan. 
Tempat dilakukan 
penggeledahan yaitu rumah, 
ruangan, atau apapun akan 
dilakukan kecuali di hadapan 
hukum yang berlaku penghuni 
atau anggota keluarganya atau 
jika tidak ada yang terakhir, 
dua saksi yang cukup umur dan 
kebijaksanaan berada di lokasi 
yang sama. 
 
 liv
disampaikan pada pemilik 
atau  penghuni rumah yang 
telah digeledah. 
 
- Penggeledahan badan :  
tindakan penyidik untuk 
mengadakan pemeriksaan 
badan dan atau pakaian 
tersangka untuk mencari 
benda yang diduga keras ada 
pada badannya atau 
dibawanya serta untuk disita 
 
5. Penangkapan 
suatu tindakan penyidik 
berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan 
tersangka atau terdakwa. 
 
 
Syarat formil : adanya surat 
tugas , surat perintah 
penangkapan dan tembusan 
Syarat materiil : bukti 
permulaan yg cukup. 
 
5. Penangkapan 
pengambilan seseorang ke 
penjara agar ia bisa terikat 
untuk menjawab untuk 
pelaksanaan suatu tindak 
pidana. 
     
Tabel 1 
 
Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa Perbedaan prinsip yang 
terdapat didalam KUHAP dibandingkan mengenai hal-hal yang tidak jelas 
dan tidak diatur dalam  Philippine Rules of Criminal Procedure ialah: 1. 
hak-hak tersangka dan terdakwa, 2. bantuan hukum pada semua tingkat 
pemeriksaan, 3. jangka waktu yang terbatas untuk penangkapan atau 
penahanan, 4. ganti rugi dan rehabilitasi, 5. penggabungan perkara perdata 
pada perkara pidana, 6. prosedur verstek, 7. upaya hukum, 8. perkara 
koneksitas, dan 9. pengawasan pelaksanaan putusan,  
 
B. Kelebihan dan Kelemahan Jenis dan Mekanisme Penggunaan Upaya 
Paksa Menurut KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure. 
 lv
Berdasarkan pada perbandingan antara Jenis dan Mekanisme 
Penggunaan Upaya Paksa Menurut KUHAP dengan Philippine Rules of 
Criminal Procedure yang sebagaimana telah diuraikan pada point 
sebelumnya, maka dapat dijelaskan suatu pembahasan mengenai kelebihan 
dan kekurangan keduanya, antara lain sebagai berikut : 
      1.   Menurut KUHAP 
a) Kelebihan  
Upaya paksa pada dasarnya merupakan suatu pembatasan atas 
hak asasi manusia yang dalam rangka penegakan hukum menjadi suatu 
hal yang diperkenankan. Menjamin agar  upaya  paksa dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka 
melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan timbulnya 
tindakan abuse of power dari aparat penegak hukum. KUHAP 
memberikan hak pada tersangka tapi tidak disertai dengan memberikan 
kewajiban pada negara agar hak tersebut dapat terpenuhi.  
Dihubungkan dengan upaya paksa berupa penangkapan serta 
penahanan maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan 
yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara 
universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana 
memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka 
atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil 
guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.  
Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang 
menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka 
proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa penangkapan dan 
penahanan menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan 
perkara pidana.   
b) Kelemahan 
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Pada praktek KUHAP selama ini, upaya paksa sering pula 
menimbulkan berbagai masalah. Itu sebabnya, pada KUHAP 
sebaiknya upaya paksa diatur secara rinci, tegas, dan jelas. Bila perlu, 
upaya paksa mencakup pula tindakan aparat penegak hukum yang 
dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan tentang orang atau hukum yang diterapkan. Tindakan aparat 
penegak hukum yang dimaksud termasuk pula tindakan memasuki 
rumah atau tempat kediaman atau perusahaan atau pabrik milik 
tersangka atau saksi. Karena itu, berbagai macam upaya paksa tersebut 
dapat pula diperkarakan ke praperadilan atau hakim komisaris. 
Harus diakui bahwa upaya paksa memiliki berbagai kelemahan 
dan kekurangan, karena: Pertama, tidak semua upaya paksa dapat 
dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan 
ketepatannya oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan 
penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-
surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan 
ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi 
pelanggaran. Disini lembaga praperadilan kurang memperhatikan 
kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal 
penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-
wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat 
tinggal orang (privacy), dan penyitaan yang tidak sah merupakan 
pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. 
Kedua, praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai 
sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya 
permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun 
tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari 
ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat 
ditiadakan. 
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Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana kenyataan dalam praktek 
selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak 
memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-
mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada 
atau tidaknya surat perintah pengkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada 
tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan 
sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal 
syarat materiil inilah yang menemukan apakah seseorang dapat 
dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh 
penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada praperadilan 
seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut 
umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi 
syarat-syarat mareriil, yaitu adanya ”dugaan keras” telah melakukan 
tindak pidana berdasarkan ”bukti permulaan yang cukup”. Ada 
tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah 
dipermasalahkan oleh hakim, karena umumnya hakim praperadilan 
menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, 
melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi 
wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri. 
  2.  Menurut Philippine Rules of Criminal Procedure. 
       KUHAP sendiri mengantisipasi potensi penyimpangan tersebut 
dengan membentuk praperadilan, tetapi, kewenangannya hanya terbatas 
pengujian formal upaya paksa (dwang middelen) dari penyidik atau 
penuntut umum serta ganti rugi dan rehabilitasi. 
a) Kelebihan 
Dalam pelaksanaan upaya paksa selalu ada perenggutan hak-
hak asasi manusia secara paksa. Namun demikian, hakekat 
penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, 
sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan paksa hak-hak asasi 
 lviii 
manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan 
dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya 
paksa itu sendiri.  
b) Kelemahan 
Dalam suatu sistem yang sangat bagus pun pasti juga tidak 
akan sempurna dan mempunyai kelemahan. Konsep Upaya Paksa 
yang saat ini diatur dalam Philippine Rules of Criminal 
Procedure dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, proses 
penyitaan dan penggeledahan tidak diatur sebagai hal yang dapat 
dipraperadilankan. Kedua, posisi  yang tak seimbang antara aparat 
dan tersangka yang acapkali mengalami intimidasi dan kekerasan. 
Ketiga, hakim praperadilan hanya mengedepankan aspek formil 
ketimbang menguji aspek materil karena tak ada kewajiban bagi 
penyidik untuk membuktikan alasan-alasan penahanan. 
Dengan sering terdengarnya bahwa telah terjadi pelanggaran-
pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa, menyebabkan 
timbulnya pendapat bahwa tidak cukup pengawasan secara vertikal 
saja, akan tetapi hendaknya ada suatu lembaga lain yang juga 
melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa, 
dan Hakim Komisaris tersebutlah yang diharapkan dapat 
menjalankan fungsi pengawasan dalam fase pemeriksaan 
pendahuluan, khususnya dalam pelaksanaan upaya paksa. 
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih mudahnya dapat 
dilihat  tabel berikut : 
NO Indikator 
Pembeda 
KUHAP Philippine Rules of 
Criminal Procedure 
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1. Kelebihan Menjamin agar  upaya  paksa 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang 
berlaku dalam rangka 
melindungi hak-hak asasi 
manusia dari kemungkinan 
timbulnya tindakan abuse of 
power dari aparat penegak 
hukum. 
melindungi hak asasi 
manusia, sehingga sudah 
sepatutnya apabila 
perenggutan paksa hak-hak 
asasi manusia tersebut juga 
diupayakan agar tidak 
berlebihan dan dilakukan 
secara proporsional sesuai 
tujuan awal diadakannya 
upaya paksa itu sendiri.  
2. Kelemahan Pertama, tidak semua upaya 
paksa dapat dimintakan 
pemeriksaan untuk diuji dan 
dinilai kebenaran dan 
ketepatannya oleh lembaga 
praperadilan, misalnya 
tindakan penggeledahan, 
penyitaan dan pembukaan 
serta pemeriksaan surat-surat 
tidak dijelaskan dalam 
KUHAP, sehingga 
menimbulkan ketidakjelasan 
siapa yang berwenang 
memeriksanya apabila terjadi 
pelanggaran.  
Kedua, praperadilan tidak 
berwenang untuk menguji dan 
menilai sah atau tidaknya 
suatu penangkapan atau 
penahanan, tanpa adanya 
permintaan dari tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain 
atas kuasa tersangka.  
Ketiga, lebih parah lagi 
sebagaimana kenyataan dalam 
praktek selama ini dalam 
pemeriksaan praperadilan, 
hakim lebih banyak 
memperhatikan perihal 
dipenuhi tidaknya syarat-
syarat formil semata-mata dari 
suatu penangkapan atau 
penahanan, seperti misalnya 
ada atau tidaknya surat 
perintah pengkapan (Pasal 18 
KUHAP), atau ada tidaknya 
Pertama, proses penyitaan 
dan penggeledahan tidak 
diatur sebagai hal yang dapat 
dipraperadilankan. 
Kedua, posisi  yang tak 
seimbang antara aparat dan 
tersangka yang acapkali 
mengalami intimidasi dan 
kekerasan.  
Ketiga, hakim praperadilan 
hanya mengedepankan aspek 
formil ketimbang menguji 
aspek materil karena tak ada 
kewajiban bagi penyidik 
untuk membuktikan alasan-
alasan penahanan. 
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surat perintah penahanan 
(Pasal 21 ayat (2) KUHAP), 
dan sama sekali tidak menguji 
dan menilai syarat 
materiilnya.  
 
     Tabel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
P E N U T U P 
A. SIMPULAN 
 
           Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Persamaan dan perbedaan pengaturan jenis dan mekanisme 
penggunaan upaya paksa menurut KUHAP dengan Philippine Rules 
of Criminal Procedure 
a. Persamaan antara KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal 
Procedure 
1) Antara KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal Procedure 
mempunyai kesamaan tujuan, yaitu sama-sama melindungi hak 
asasi manusia terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh 
penyidik dan penuntut umum agar tidak melanggar hak asasi 
manusia. 
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2) Pra Peradilan berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan 
sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, 
yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitan pemeriksaan 
suat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. 
3) Sama-sama membutuhkan peran Hakim, Jaksa dan Aparat atau 
Kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengawasi 
tindakan upaya paksa terhadap tersangka ataupun terdakwa.  
b.  Perbedaan antara KUHAP dengan Philippine Rules of Criminal 
Procedure 
1) hak-hak tersangka dan terdakwa,  
2) bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, 
3) jangka waktu yang terbatas untuk penangkapan atau penahanan,  
4) ganti rugi dan rehabilitasi,  
5) penggabungan perkara perdata pada perkara pidana,  
6) prosedur verstek,  
7) upaya hukum, 
8) perkara koneksitas, 
9) pengawasan pelaksanaan putusan, dan 
 
2. Kelebihan dan kelemahan jenis dan mekanisme penggunaan upaya 
paksa menurut KUHAP dengan  Philippine Rules of Criminal 
Procedure 
a. KUHAP 
1.  Kelebihan KUHAP 
Kelebihan Dalam pelaksanaan upaya paksa menjamin agar  
upaya  paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia dari 
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kemungkinan timbulnya tindakan abuse of power dari aparat 
penegak hukum. 
2.  Kelemahan KUHAP 
Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan 
pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya 
oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, 
penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak 
dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan 
siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.  
Kedua, praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan 
menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, 
tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atas kuasa tersangka.  
Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana kenyataan dalam 
praktek selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih 
banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat 
formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti 
misalnya ada atau tidaknya surat perintah pengkapan (Pasal 18 
KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 
ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai 
syarat materiilnya. 
b.  Philippine Rules of Criminal Procedure 
1.  Kelebihan Philippine Rules of Criminal Procedure 
Melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya 
apabila perenggutan paksa hak-hak asasi manusia tersebut juga 
diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara 
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proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa itu 
sendiri. 
2.  Kelemahan Philippine Rules of Criminal Procedure 
  Pertama, proses penyitaan dan penggeledahan tidak diatur 
sebagai hal yang dapat dipraperadilankan. 
Kedua, posisi  yang tak seimbang antara aparat dan 
tersangka yang acapkali mengalami intimidasi dan kekerasan.  
Ketiga, hakim praperadilan hanya mengedepankan aspek 
formil ketimbang menguji aspek materil karena tak ada kewajiban 
bagi penyidik untuk membuktikan alasan-alasan penahanan. 
 
B. SARAN 
1. Diperlukan suatu pengaturan yang lebih sistematis, jelas dan rinci 
mengenai syarat-syarat sahnya upaya paksa (syarat materiil dan formiil) 
khususnya penangkapan dan penahanan. Hal ini mengingat pembatasan 
kebebasan bergerak tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang tidak 
didefiniskan dalam KUHAP, padahal bukti ini merupakan dasar 
dikeluarkannya surat perintah penahanan terhadap seseorang.  
2. Hakim yang memeriksa perkara persidangan sah atau tidaknya upaya 
paksa tersebut bukanlah hakim yang sama yang akan memeriksa perkara 
persidangan dugaan tindak pidananya. Hal ini dimaksudkan agar hakim 
tersebut dapat memutuskan dengan lebih independen dan tidak 
terpengaruh dengan perkara dugaan tindak pidananya. 
3. Dalam rangka bahwa Negara benar dapat melaksanakan itu berfungsi 
sebagai penjaga ketertiban, itu harus dipegang dengan kekuasaan dan 
otoritas untuk menghukum mereka yang bertindak, serta kelalaian, yang 
bertentangan dengan perintah umum dan kesejahteraan masyarakat, yang 
cenderung membahayakan atau mengganggu perdamaian dan ketertiban.  
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